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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas
terhadap efektivitas tata kelola keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif untuk menguji hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan tata
kelola keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan
akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata
kelola keuangan publik. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga
berpengaruh signifikan, ditunjukkan oleh nilai F sebesar 48,276 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,584 menunjukkan
bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan 58,4 persen variasi
tata kelola keuangan publik, sedangkan 41,6 persen lainnya dipengaruhi oleh
faktor di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan
informasi keuangan, kejelasan tanggung jawab, pengendalian internal, kualitas
pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan unsur penting dalam
mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, patuh, dan
berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota
Bima perlu memperkuat digitalisasi informasi keuangan, meningkatkan
kompetensi aparatur, menyempurnakan mekanisme pertanggungjawaban,
serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, tata kelola keuangan publik,
pelayanan publik.
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PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan sektor publik yang kredibel menjadi prasyarat mutlak dalam
menjamin optimalisasi pelayanan perizinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keuangan publik tidak semata-mata
berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, pencatatan transaksi, dan
penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam
mengubah sumber daya publik menjadi manfaat nyata bagi warga(Alif et al., 2025). Setiap
rupiah yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan perizinan harus dikelola berdasarkan
prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan, serta orientasi pada kepentingan
Masyarakat (Ulin & Aisyah, 2023). Oleh karena itu, kualitas tata kelola keuangan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima memiliki arti strategis, karena
instansi tersebut berperan sebagai salah satu pintu utama interaksi antara pemerintah daerah,
pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi perizinan. Pelayanan
yang cepat, pasti, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, ketepatan penganggaran, pengendalian internal,
serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik.

Desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk
menetapkan prioritas pembangunan dan mengelola sumber daya sesuai karakteristik
wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut sekaligus menuntut peningkatan kapasitas
kelembagaan agar pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada pemenuhan prosedur
administratif. Perubahan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola
serta mempertanggungjawabkan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel melalui
penyajian laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan, belanja, arus kas, dan posisi
keuangan daerah (Fatoni, 2020).

Dalam pelaksanaannya, tuntutan tersebut perlu diterjemahkan ke tingkat organisasi
perangkat daerah, termasuk DPMPTSP, melalui perencanaan anggaran yang selaras dengan
target pelayanan, pelaksanaan kegiatan yang terukur, dokumentasi transaksi yang memadai,
dan pelaporan yang dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan
keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, benar, tepat waktu, dan
mudah dipahami mengenai proses maupun hasil pengelolaan keuangan. Transparansi tidak
cukup diwujudkan melalui publikasi dokumen anggaran secara formal, tetapi harus memastikan
bahwa masyarakat dapat mengetahui sumber pendanaan, prioritas belanja, realisasi program,
capaian kegiatan, serta alasan atas perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Dalam
pelayanan perizinan, transparansi juga berkaitan dengan kejelasan persyaratan, prosedur,
jangka waktu, biaya, mekanisme pengaduan, dan standar pelayanan.

Keterbukaan informasi keuangan dan pelayanan dapat memperkecil kesenjangan
informasi antara pemerintah sebagai pengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik
mandat public (Ulin & Aisyah, 2023). Selain itu, transparansi dapat memperkuat partisipasi
masyarakat, meningkatkan pengawasan sosial, dan membangun kepercayaan terhadap
organisasi pemerintah. Kajian mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah
menunjukkan bahwa informasi fiskal perlu disampaikan dalam bentuk yang terbuka, relevan,
dan mudah dipahami agar transparansi tidak hanya bersifat simbolik (Fatoni, 2020). Dengan
demikian, transparansi pada DPMPTSP perlu dilihat sebagai instrumen untuk memastikan bahwa
anggaran benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan bukan sekadar sebagai
kewajiban pelaporan. Sementara itu, akuntabilitas mengandung tuntutan agar setiap
keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan program dapat dijelaskan,
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dipertanggungjawabkan, serta dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan tujuan organisasi.
Akuntabilitas mencakup dimensi keuangan, administratif, kinerja, dan etika. Pada dimensi
keuangan, akuntabilitas mengharuskan adanya pencatatan yang tertib, pelaporan yang dapat
diverifikasi, pengendalian terhadap risiko penyimpangan, dan tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan(Chakim et al., 2024).

Pada dimensi kinerja, akuntabilitas menilai apakah anggaran yang digunakan
menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai target, misalnya peningkatan kecepatan layanan,
pengurangan antrean, perluasan akses informasi, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
Penelitian mengenai pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa akuntabilitas politik
dan kelembagaan dapat mengurangi kesenjangan informasi, membatasi perilaku oportunistik,
dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik (Eckardt, 2008). Temuan lain
memperlihatkan bahwa pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan terhadap standar
akuntansi dapat mengurangi kecenderungan kecurangan laporan keuangan serta meningkatkan
akuntabilitas pemerintah (Sianturi & Siahaan, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang saling
melengkapi: transparansi menyediakan informasi yang memungkinkan pengawasan, sedangkan
akuntabilitas memastikan adanya kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan
tindakan berdasarkan informasi tersebut. Pentingnya kedua prinsip tersebut semakin terlihat
dalam pengelolaan belanja daerah. Besarnya anggaran belum tentu berbanding lurus dengan
kualitas layanan apabila alokasi dan realisasinya tidak diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Studi mengenai belanja pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa pengeluaran daerah
dapat meningkatkan akses layanan publik, tetapi dampaknya tidak selalu linear; pengelolaan
yang kurang baik dapat menyebabkan tambahan sumber daya justru menghasilkan manfaat yang
menurun, sedangkan belanja pada daerah dengan tata kelola dan hasil audit yang lebih baik
memberikan dampak yang lebih konsisten terhadap pelayanan (Lewis, 2016). Oleh sebab itu,
efektivitas harus dimaknai sebagai tingkat ketercapaian tujuan anggaran dan program,
sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keluaran terbaik melalui
penggunaan sumber daya yang wajar. Efektivitas dan efisiensi tidak boleh dipisahkan dari
kepatuhan, karena penghematan biaya yang mengabaikan prosedur hukum, standar akuntansi,
atau kualitas layanan bukanlah bentuk efisiensi publik yang sesungguhnya. Dalam organisasi
sektor publik, penerapan prinsip tersebut memerlukan keterpaduan antara perencanaan,
penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa,
pengawasan, pelaporan, serta evaluasi. Kualitas sumber daya manusia, integrasi sistem
informasi keuangan, dan efektivitas pengawasan internal maupun eksternal merupakan faktor
penting yang menentukan keberhasilan tata kelola keuangan (Maulana, 2026).

Pada DPMPTSP Kota Bima, penerapan tata kelola keuangan perlu ditempatkan dalam
karakteristik organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelaku
usaha. Setiap kelemahan dalam pengelolaan anggaran berpotensi memengaruhi ketersediaan
sarana layanan, kompetensi petugas, pemeliharaan sistem digital, penyebaran informasi, dan
kecepatan penyelesaian dokumen perizinan. Sebaliknya, anggaran yang direncanakan dan
dipertanggungjawabkan secara baik dapat memperkuat kapasitas pelayanan, meningkatkan
kepastian prosedur, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif. Meskipun
demikian, persoalan tata kelola tidak dapat diasumsikan hanya berasal dari keterbatasan
anggaran. Masalah dapat pula muncul dalam bentuk keterlambatan penyampaian informasi,
rendahnya keterbacaan dokumen keuangan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi
kegiatan, lemahnya pengukuran manfaat program, pengawasan yang belum optimal, atau
tindak lanjut pemeriksaan yang belum konsisten. Literatur tentang pengelolaan keuangan
daerah juga mengingatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat menjadi bersifat
administratif apabila tidak disertai pemahaman manajerial, sementara transparansi anggaran
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dapat kehilangan makna apabila informasi hanya dipublikasikan tanpa memperhatikan
aksesibilitas dan keterpahaman masyarakat (Mahruzal et al., 2025).

Permasalahan tersebut penting dikaji dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima karena karakter layanan perizinan
menuntut hubungan yang intensif, cepat, dan terukur antara pemerintah dengan pengguna
layanan. Penilaian terhadap tata kelola keuangan tidak hanya diperlukan untuk mengetahui
apakah organisasi telah mematuhi aturan, tetapi juga untuk menguji apakah transparansi dan
akuntabilitas benar-benar berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang efektif dan
efisien. Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP
Kota Bima. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik
dan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai hubungan antara prinsip good governance dan
pengelolaan keuangan pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan dan
aparatur DPMPTSP dalam memperbaiki mekanisme penyediaan informasi, memperjelas
pembagian tanggung jawab, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas
pelaporan, serta menyusun anggaran yang lebih berorientasi pada hasil pelayanan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik
pada DPMPTSP Kota Bima, menganalisis penerapan akuntabilitas dalam setiap tahapan
pengelolaan keuangan, menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas baik secara parsial
maupun simultan terhadap tata kelola keuangan publik, serta merumuskan implikasi kebijakan
bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan kualitas pelayanan perizinan. Dengan
tujuan tersebut, penelitian ini menempatkan tata kelola keuangan sebagai proses yang tidak
hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga pada penciptaan nilai publik melalui
pengelolaan sumber daya yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, berintegritas, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Tata Kelola Keuangan Sektor Publik

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berlandaskan prinsip tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa
setiap penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan serta berorientasi pada pencapaian
tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketentuan teknis
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
2020). Regulasi ini menjadi acuan bagi perangkat daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam melaksanakan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

Kualitas tata kelola keuangan daerah dapat ditinjau melalui kualitas laporan keuangan
dan kinerja keuangan yang mencerminkan ketepatan pengelolaan sumber daya publik. Masnila
et al. (2022) mengkaji kualitas pelaporan keuangan serta dampak penerapan good government
governance pada pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, Saleh et al. (2021) menguji
pengaruh tata kelola yang baik terhadap kinerja keuangan dengan mempertimbangkan konteks
budaya siri’ di Sulawesi Selatan. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan untuk
memahami pentingnya tata kelola dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam konteks
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DPMPTSP, penerapan prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
regulasi, transparansi anggaran, akuntabilitas pelaporan, serta efektivitas penggunaan sumber
daya guna mendukung pelayanan perizinan yang berkualitas.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Transparansi merupakan prinsip tata kelola organisasi sektor publik yang menekankan
keterbukaan informasi keuangan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan pelayanan kepada
pemangku kepentingan. Prinsip ini memungkinkan masyarakat dan pihak terkait memperoleh
informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar pengawasan serta evaluasi
kinerja organisasi. Abed et al. (2022) mengintegrasikan transparansi dan pengungkapan dalam
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi akuntansi kreatif dan kualitas pelaporan
keuangan. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam
membatasi peluang manipulasi serta meningkatkan kredibilitas informasi keuangan.

Sementara itu, Sofyani et al. (2020) meneliti pemerintah daerah di Indonesia dengan
menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan sebagai capaian yang
dipengaruhi oleh tata kelola teknologi informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
transparansi tidak hanya ditentukan oleh komitmen organisasi, tetapi juga oleh ketersediaan
sistem informasi yang memadai untuk mendukung penyediaan dan penyebaran informasi secara
efektif. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
transparansi memiliki dua dimensi utama, yaitu keterbukaan penggunaan anggaran instansi dan
keterbukaan informasi pelayanan perizinan. Dimensi kedua mencakup kejelasan prosedur,
persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan. Penerapan transparansi pada kedua
dimensi tersebut dapat memperkuat pengawasan publik, mengurangi ketidakpastian pelayanan,
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi sektor publik
yang menegaskan kewajiban pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan
keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada pemerintah di tingkat yang lebih
tinggi dan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan administratif dan
keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan, keterbukaan informasi, pencapaian
target kinerja, serta tanggung jawab atas hasil kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas
memastikan bahwa anggaran, aset, dan sumber daya manusia dikelola secara efektif, efisien,
transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tran et al. (2021) menunjukkan, berdasarkan bukti empiris dari Vietham, bahwa
akuntabilitas berperan dalam hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan kinerja
organisasi sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang berkualitas
tidak cukup hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai dasar
pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Melalui mekanisme pertanggungjawaban
yang efektif, informasi keuangan dapat membantu organisasi mengidentifikasi penyimpangan,
mengevaluasi penggunaan anggaran, dan merumuskan tindakan perbaikan untuk meningkatkan
pencapaian tujuan organisasi. Sofyani et al. (2020) menempatkan akuntabilitas sebagai salah
satu dimensi tata kelola pemerintah daerah yang dapat diperkuat melalui dukungan teknologi
informasi. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung pencatatan, pengolahan, dan
penyampaian informasi keuangan secara sistematis, cepat, dan terintegrasi. Selain itu, sistem
informasi dapat meningkatkan keterlacakan penggunaan anggaran, transparansi pelaksanaan
program, dan efektivitas pengawasan internal. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada
kompetensi aparatur, kualitas data, komitmen pimpinan, serta konsistensi pengawasan. Oleh
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karena itu, akuntabilitas menjadi landasan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi,
memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui desain penelitian eksplanatori
yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal serta pengaruh antarvariabel melalui pengujian
hipotesis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas,
sedangkan variabel dependennya adalah tata kelola keuangan publik. Pemilihan desain tersebut
sejalan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner
yang validitas dan reliabilitas diadaptasi dari Sari et al. (2020), Poluakan et al. (2024) dan
Zubaidah & Nugraeni (2023) ketiganya paling relevan dengan konstruk transparansi-
akuntabilitas-pengelolaan keuangan pemerintah, serta sama-sama menggunakan responden
dari lingkungan pemerintahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan statistik deskriptif,
regresi linear berganda, dan koefisien determinasi untuk menganalisis pengaruh transparansi
serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan publik (Risya & Nurodin, 2017; Wonar et al.,
2024). Penelitian dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bima dengan unit analisis berupa aparatur yang terlibat atau memiliki pengetahuan
mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban keuangan. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai DPMPTSP Kota
Bima sebanyak 72 orang pegawai, dengan demikian maka dengan menggunakan teknik sampling
jenuh semua anggota populasi sebagai responden penelitian. Data primer dikumpulkan melalui
kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima (Sofyani et al., 2022). Data sekunder
diperoleh melalui dokumentasi.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta
kecenderungan jawaban pada setiap variabel, sedangkan analisis inferensial dilakukan melalui
regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kedua variabel secara parsial dan simultan,
dan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi tata kelola keuangan
publik yang dapat dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas (Wonar et al., 2024). Untuk
melengkapi hasil kuantitatif, informasi dari dokumen keuangan digunakan sebagai bahan
verifikasi terhadap jawaban responden, sehingga kesimpulan penelitian tidak hanya didasarkan
pada persepsi aparatur, tetapi juga mempertimbangkan bukti administratif dan praktik
pengelolaan keuangan yang berlangsung di DPMPTSP Kota Bima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masing-
masing variabel penelitian berdasarkan jawaban responden, tanpa melakukan pengujian
hubungan atau pengaruh antarvariabel. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan
untuk menggambarkan tingkat transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan tata kelola keuangan
publik (Y) pada DPMPTSP Kota Bima. Analisis dilakukan dengan melihat nilai minimum,
maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata
digunakan untuk mengetahui kecenderungan penilaian responden, sedangkan standar deviasi
menunjukkan tingkat variasi atau penyebaran jawaban responden. Selanjutnya, nilai rata-rata
diinterpretasikan berdasarkan interval skala Likert untuk menentukan kategori sangat tidak
baik, tidak baik, cukup baik, baik, atau sangat baik. Dengan demikian, analisis deskriptif dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan tata
kelola keuangan publik telah diterapkan pada DPMPTSP Kota Bima berdasarkan persepsi
aparatur yang menjadi responden penelitian. Hasil analisis ini juga menjadi gambaran awal
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sebelum dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas
terhadap tata kelola keuangan publik.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif

Variabel N  Minimum Maximum Mean Std. Kategori
Deviation

Transparansi (X1) 72 3,20 4,80 4,08 0,48 Baik

Akuntabilitas (X2) 72 3,30 4,90 4,15 0,45 Baik

Tata Kelola Keuangan Publik 72 3,25 4,85 4,11 0,46 Sangat

(Y) Baik

Berdasarkan hasil analisis deskriptif table 1, variabel transparansi (X1) memperoleh nilai
rata-rata sebesar 4,08 dengan standar deviasi 0,48 dan termasuk kategori baik, yang
menunjukkan bahwa ketersediaan, ketepatan waktu, kejelasan, aksesibilitas, dan
keterpahaman informasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Variabel akuntabilitas (X2)
memperoleh nilai rata-rata 4,15 dengan standar deviasi 0,45 dan berada pada kategori baik,
yang mencerminkan bahwa kejelasan tugas dan tanggung jawab, kepatuhan, pelaporan,
pengendalian internal, pertanggungjawaban, serta tindak lanjut pengawasan telah berjalan
dengan baik. Sementara itu, variabel tata kelola keuangan publik (Y) memperoleh nilai rata-
rata 4,11 dengan standar deviasi 0,46 dan termasuk kategori baik, yang menunjukkan bahwa
aspek perencanaan, pelaksanaan, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, pengawasan, pelaporan,
dan pencapaian pelayanan telah dilaksanakan secara baik pada DPMPTSP Kota Bima.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dua
atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun
simultan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap tata kelola keuangan
publik (Y) pada DPMPTSP Kota Bima.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Model Unstandardized  Std. Standardized t Sig.

B Error Beta
(Constant) 8,215 2,145 - 3,829 0,000
Transparansi 0,425 0,102 0,411 4,167 0,000
(X1)
Akuntabilitas 0,468 0,108 0,427 4,333 0,000
(X2)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tata kelola keuangan publik, dengan nilai B = 0,411, t = 4,167, dan Sig. = 0,000 < 0,05.
Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai B = 0,427, t = 4,333, dan Sig.
= 0,000 < 0,05. Dengan demikian, semakin baik transparansi dan akuntabilitas, semakin baik
pula tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima.

Pengaruh Transparansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Publik Pada DPMPTSP Kota Bima
Hasil deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata transparansi sebesar 4,08 memperkuat
bahwa praktik transparansi pada DPMPTSP Kota Bima telah berada pada kategori baik, sejalan
dengan penelitian yang menemukan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas berperan
dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta kinerja pemerintah daerah
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(Fathirah et al., 2024; Sumual et al., 2021). Meskipun demikian, keterbukaan informasi perlu
disertai dengan kualitas penyajian dan mekanisme partisipasi yang memadai karena publikasi
informasi secara formal belum tentu menghasilkan akuntabilitas apabila informasi tersebut sulit
dipahami atau tidak diikuti ruang pengawasan yang efektif (Davidyan & Waymire, 2025; Ferry
et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima. Demikian
menunjukkan semakin baik transparansi dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata
kelola keuangan publik yang diterapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan
informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat mengurangi
asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat pengawasan publik,
sebagaimana dijelaskan dalam perspektif agency theory (Davidyan & Waymire, 2025; Khairudin
et al., 2022).

Keterbukaan informasi keuangan juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan
kepercayaan masyarakat dan kesediaan mereka memenuhi kewajiban publik (Krah & Mertens,
2023), sedangkan pelaporan keuangan yang berkualitas dapat mendukung pengambilan
keputusan dan efektivitas pengendalian organisasi pemerintah (Dewi et al., 2019; Nogueira &
Jorge, 2017). Dengan demikian, transparansi pada DPMPTSP Kota Bima tidak hanya dipahami
sebagai kewajiban administratif untuk memublikasikan dokumen anggaran, tetapi juga sebagai
proses penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dipahami
oleh pemangku kepentingan.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tata Kelola Keuangan Publik Pada DPMPTSP Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 4,15. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa aparatur DPMPTSP Kota Bima telah memiliki tingkat
pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Tingginya nilai
akuntabilitas menggambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan telah diarahkan pada
prinsip pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik, baik dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban terhadap
hasil penggunaan anggaran. Kondisi ini menjadi indikator penting karena akuntabilitas tidak
hanya berkaitan dengan kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan keuangan, tetapi
juga mencerminkan sejauh mana aparatur mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan
setiap keputusan serta tindakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan public.
Temuan ini berarti bahwa peningkatan akuntabilitas akan diikuti oleh peningkatan kualitas tata
kelola keuangan publik. Akuntabilitas tercermin melalui kejelasan tugas dan tanggung jawab,
kepatuhan terhadap peraturan, pelaporan, pengendalian internal, pertanggungjawaban
kinerja, serta tindak lanjut hasil pengawasan; aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan tidak berhenti pada penggunaan anggaran, tetapi mencakup kewajiban
menjelaskan proses, hasil, dan konsekuensi setiap keputusan keuangan (Khairudin et al., 2022).
Dalam kerangka new public management, akuntabilitas diposisikan sebagai instrumen untuk
mengarahkan organisasi publik agar berorientasi pada efisiensi, efektivitas, kinerja, dan
kualitas informasi keuangan (Nogueira & Jorge, 2017; Otrusinova & Kulleova, 2019). Perubahan
tersebut memperluas makna akuntabilitas dari sekadar kepatuhan administratif menjadi
pertanggungjawaban berbasis kinerja dan pencapaian nilai manfaat bagi masyarakat (lacuzzi,
2021; Pilcher, 2011).

Tingkat akuntabilitas yang baik juga menunjukkan adanya kesadaran aparatur terhadap
pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas menjadi salah satu instrumen untuk
memastikan bahwa sumber daya yang dikelola oleh pemerintah digunakan sesuai dengan
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ketentuan, tujuan organisasi, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, nilai rata-rata
4,15 dapat dipahami sebagai indikasi bahwa aspek pertanggungjawaban dalam pengelolaan
keuangan pada DPMPTSP Kota Bima telah berjalan relatif baik. Namun demikian, pencapaian
tersebut tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian,
konsistensi pelaporan, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan kualitas pengelolaan
keuangan [(Risya & Nurodin, 2017; Sumual et al., 202). Dengan demikian, akuntabilitas dapat
dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya kinerja
pemerintahan yang lebih efektif dan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Semakin baik
mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan, semakin besar peluang organisasi
pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan
tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga memiliki hubungan yang erat
dengan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintahan. Pengelolaan keuangan yang
dapat dipertanggungjawabkan memberikan dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan
untuk menilai bahwa sumber daya publik dikelola secara tepat dan berorientasi pada
kepentingan pelayanan. Dalam hal ini, aparatur tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan
kewajiban administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa setiap penggunaan
anggaran memiliki dasar, tujuan, dan hasil yang dapat dijelaskan (Wonar et al., 2024).

Selain itu, pentingnya akuntabilitas semakin terlihat dalam kebutuhan untuk memperkuat
pengendalian internal, pelaporan yang andal, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi
pemeriksaan dalam menjaga integritas penggunaan sumber daya publik (Dewi et al., 2019;
Ferry & Ahrens, 2021). Pengendalian internal diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan
terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan
ketentuan. Sementara itu, pelaporan yang andal memberikan informasi yang dapat digunakan
sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan. Tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan juga menjadi bagian penting karena menunjukkan adanya komitmen organisasi
untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam proses pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, capaian nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 4,15 menunjukkan kondisi
yang positif, tetapi capaian tersebut perlu dipandang sebagai dasar untuk melakukan penguatan
secara berkelanjutan. Akuntabilitas yang baik perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan
yang konsisten, pembagian tanggung jawab yang jelas, dokumentasi yang memadai, mekanisme
pengawasan yang efektif, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pemeriksaan. Upaya
tersebut penting agar akuntabilitas tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif,
tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang menempatkan pertanggungjawaban,
integritas, dan penggunaan sumber daya publik secara tepat sebagai bagian dari praktik
pemerintahan sehari-hari.

Pengaruh Simultan Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Tata Kelola Keuangan Publik
Pada DPMPTSP Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota
Bima. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang menghasilkan nilai F sebesar 48,276 dengan tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi dan
akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tata kelola keuangan publik dapat
diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik keterbukaan informasi dan
pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata kelola keuangan
publik yang diterapkan.
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Temuan tersebut didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa
transparansi memperoleh nilai rata-rata 4,08, akuntabilitas sebesar 4,15, dan tata kelola
keuangan publik sebesar 4,11, yang seluruhnya berada pada kategori baik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Bima telah menerapkan keterbukaan informasi, kejelasan
tanggung jawab, pelaporan, pengawasan, serta pengelolaan keuangan secara relatif baik. Nilai
rata-rata akuntabilitas yang paling tinggi menunjukkan bahwa aspek pertanggungjawaban
aparatur menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung tata kelola keuangan publik.

Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,584 menunjukkan bahwa transparansi dan
akuntabilitas secara bersama-sama mampu menjelaskan 58,4% variasi tata kelola keuangan
publik, sedangkan 41,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa transparansi dan
akuntabilitas merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik
yang baik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat dan pihak berkepentingan
memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan, sedangkan akuntabilitas
memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan.
Kombinasi keduanya dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, tertib,
dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bima.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran
penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik karena transparansi menyediakan
akses terhadap informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut
diikuti pertanggungjawaban dan tindakan korektif. Nilai R Square sebesar 0,584 menunjukkan
bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan 58,4 persen variasi tata kelola
keuangan publik, sedangkan 41,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian,
seperti kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi keuangan, kepemimpinan,
partisipasi masyarakat, budaya organisasi, pengadaan barang dan jasa, serta efektivitas
pengawasan. Pola hubungan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang saling
melengkapi antarvariabel, sebab transparansi yang baik dapat memperkuat akuntabilitas,
sementara akuntabilitas mendorong organisasi untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap
dan dapat diverifikasi (Krah & Mertens, 2023; Zein & Septiani, 2025).

Temuan mengenai pengaruh simultan ini sejalan dengan penelitian lintas konteks yang
menempatkan transparansi, akuntabilitas, pelaporan keuangan, dan pengawasan sebagai unsur
yang saling berhubungan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan tercapainya
nilai manfaat dari belanja pemerintah (Ferry & Murphy, 2017; Hriza, 2023; Mukhamedyarova
et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima
tidak cukup dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi atau penambahan prosedur
pertanggungjawaban secara terpisah, tetapi memerlukan integrasi antara penyajian informasi
keuangan, pengendalian internal, evaluasi kinerja, audit, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Dalam perspektif tata kelola publik, integrasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas,
efisiensi, kepatuhan, dan orientasi pelayanan karena keputusan keuangan menjadi lebih mudah
ditelusuri, dinilai, dan dikoreksi. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas
secara konsisten dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif,
efisien, patuh terhadap ketentuan, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik di DPMPTSP
Kota Bima.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara parsial maupun
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP
Kota Bima. Transparansi berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang terbuka,
akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya
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kejelasan tanggung jawab, pelaporan, pengendalian internal, serta tindak lanjut atas hasil
pengawasan. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut menjadi faktor penting dalam
mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, patuh terhadap peraturan, dan
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPMPTSP Kota Bima perlu meningkatkan kualitas dan keterbacaan informasi keuangan
melalui pemanfaatan sistem informasi digital, memperkuat kompetensi aparatur pengelola
keuangan, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti
secara terukur dan terdokumentasi. Selain itu, disarankan untuk memperluas kajian mendalam
jumlah pemohon layanan perizinan, pelaku usaha, serta masyarakat yang berinteraksi dengan
DPMPTSP Kota Bima dan mempertimbangkan proyeksi peningkatan kunjungan, dan keterwakilan
setiap kelompok pengguna layanan. Pengumpulan data secara berkala juga diperlukan untuk
memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai persepsi transparansi, akuntabilitas,
dan kualitas tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya
diharapkan lebih akurat, komprehensif, dan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.
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